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PUTUSAN
Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadulan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan Hak

Pemeliharaan Anak / Hak Hdlonah antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Januari 1983,
Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR,
sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, Tempat lahir di Surabaya, tanggal 11 Agustus 1987,
Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR,
sebagai Tergugat;

Pengadulan Agama Denpasar tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus2019
telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadulan Agama Denpasar, dengan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Dps.,
tanggal 07 Agustus2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung, Propinsi Bali, pada tanggal 03 Juni 2013, sesuai Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor : 10/01/VI1/2013, tertanggal 03 Juni 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar,
Tanggal 24 Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada dalam
asuhan Tergugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena masalah
anak;

b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam
membangun rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun
2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,
Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan antara
Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

5. Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan
keluarga dan anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa dibantu oleh
Tergugat;

6. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan
anak dan berperilaku yang baik serta insya Allah dapat mengasuh dan
membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa
tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang
hak asuh anak;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 1

(orang) orang anak yang bernama : ANAK 1, Laki-laki, tempat lahir di
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Denpasar tanggal 17 Tanggal 24 Februari 2014 sesuai kutipan akta
kelahiran nomor : 3578-LT-20012015-0163, dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat
menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan
hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK 1, Laki-laki,
tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, berada dalam hak
asuh Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat
datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan
sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah
mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi
pada mediator Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si, agar kedua belah pihak
dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai
suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 19 Agustus 2019, namun tidak
berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat
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dengan meralat tanggal lahir anak bernama ANAK 1, Laki-laki, tempat lahir di
Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, bukan tanggal 17 sebagaimana posita
angka 7;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa tidak benar, dalil posita angka 3 gugatan Penggugat, bahwa
Tergugat sudah memberikan gajinya kepada Penggugat, yang menjadi
perselisihan dan percekcokan para pihak dikarenakan masalah anak;

3. Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret
2019, bukan tahun 2013;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan
Replik secara lisan yang membenarkan isi jawaban Tergugat diatas, namun
Penggugat tetap berkeinginan cerai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat
mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada isi
jawaban semula, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy Surat Tanda Lapor Diri (STLD) tanpa Nomor, tanggal 30 Juli
2019 atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dusun / Kelian
Dinas Banjar Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar
Barat, Pemerintah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Maijelis diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 10/01/V1/2013, tertanggal 03 Juni
2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3578-LT-20012015-0163,
tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Propinsi Jawa
Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat lahir di Bagek Polak Jogot, Lombok Barat, tanggal 05
Maret 1991, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
LOMBOK BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi 1 adalah teman dekat sekaligus teman kerja Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, pada tanggal 03 Juni 2013;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di
Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada
dalam asuhan ibu kandung Tergugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
anak, sekarang anak tersebut dipelihara ibu Tergugat di Jawa;

- Bahwa yang menjadi pokok perselisihan para pihak diantaranya
Penggugat disuruh tinggal menetap di Jawa dan mengasuh anak
Penggugat Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Bali;

- Bahwa lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dengan
membawa serta anak para pihak dan sekarang anak tersebut dipelihara
ibu Tergugat di Jawa;

- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan
keluarga dan anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa dibantu oleh

Tergugat;
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- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah orang yang rajin ibadah, tidak
tercela, bekerja di salon kecantikan, mampu untuk membiayai anaknya;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat lahir di Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1980,
agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah tetangga dekat Penggugat, juga bekas pengasuh
anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan
dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, pada tanggal 03 Juni 2013;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di
Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada
dalam asuhan ibu kandung Tergugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
anak, sekarang anak tersebut dipelihara ibu Tergugat di Jawa;

- Bahwa yang menjadi pokok perselisihan para pihak diantaranya
Penggugat disuruh tinggal menetap di Jawa dan mengasuh anak
Penggugat Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Bali;

- Bahwa lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dengan
membawa serta anak para pihak dan sekarang anak tersebut dipelihara
ibu Tergugat di Jawa;

- Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan
keluarga dan anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa dibantu oleh

Tergugat;
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- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah orang yang rajin ibadah, tidak
tercela, bekerja di salon kecantikan, mampu untuk membiayai anaknya;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan
Tergugat namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat

membenarkan semuanya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis Tergugat juga diberi pembebanan
menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dekat atau teman dekatnya untuk
diambil keterangannya, dan oleh Majelis telah diagendakan pada persidangan
ke tiga tanggal 9 September 2019 dan siding yang ke empat tanggal 16
September 2019 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, walaupun
Tergugat sudah diperintahkan Ketua Majelis pada persidangan tanggal 2
September 2019 agar hadir kepersidangan tanggal 9 September 2019, serta
disusul dengan Surat Panggilan Sidang Nomor : 361/Pdt.G/2019/PA.Dps.
tanggal 10 September 2019, untuk sidang tanggal 16 September 2019,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup
dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai

dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk
menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi
dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hadir in person dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak
namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi
dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim M.Pdi., agar kedua belah pihak dapat
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai
suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 01 Juli 2019, namun tidak
berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalii gugatan Penggugat adalah bahwa
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak
yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24
Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sejak
akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan : Penggugat dan Tergugat sering berselisih
paham karena masalah anak, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam
membangun rumah tangga, lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun
2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat
membenarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa tidak benar, dalil posita angka 3
gugatan Penggugat, bahwa yang benar adalah Tergugat sudah memberikan

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya kepada Penggugat, yang menjadi perselisihan dan percekcokan para
pihak dikarenakan masalah anak, serta perpisahan Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Maret 2019, bukan tahun 2013, terhadap jawaban Tergugat
tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang membenarkan isi
jawaban Tergugat diatas, namun Penggugat tetap berkeinginan cerai dengan
Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada
pokoknya tetap berpegang pada isi jawaban semula, Tergugat tidak ingin

bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri / STLD),
SLTD ini adalah bukti surat berbentuk surat biasa, bukti surat P-1 ini adalah
Surat Tanda Lapor Diri (SLTD) berupa surat keterangan Lapor Diri yang
merupakan penegakan keputusan walikota denpasar no. 610 tahun 2002
tentang penertiban penduduk pendatang, SLTD ini merupakan Sinkronisasi
Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar
dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya
Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal
tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan
identitas diri, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili
Penggugat terakhir yakni di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka
Pengadilan Agama Denpasar befrhak memriksa dan mengadili perkara a quo
hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1)
menjelaskan bahwa :"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
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penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman bersama tanpa izin tergugat”;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat
dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan
Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal
285 R.Bg,;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak
Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data
anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal
285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan Probatio Causa
(penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2
sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat
keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan
perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, sehingga alat buti a quo telah memenuhi persyaratan
materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami

istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan
perceraiannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah

memberikan ketarangan sebagaimana tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  sendiri dan relevan dengan dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai
tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar,
Tanggal 24 Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada dalam
asuhan ibu kandung Tergugat di Jawa;

3. Bahwa lebih kurang sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena masalah anak;

4. Bahwa lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
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5. Bahwa selama ini Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan
keluarga dan anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa dibantu oleh
Tergugat;

6. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah orang yang tidak tercela, bekerja di
Salon Kecantikan, mampu untuk membiayai anaknya;

7. Bahwa teman dekat para pihak pernah menasehati agar Penggugat rukun

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai
tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 03 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat adalah
sepasang suami istri yang sah;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Klungkung dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar,
Tanggal 24 Februari 2014, dan anak tersebut saat ini berada dalam
asuhan ibu kandung Tergugat di Jawa;

3. Bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering
berselisih paham karena masalah anak;

4. Bahwa lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun 2019 antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat tidak tercela, serta mempunyai pekerjaan yang
menghasilkan;

6. Bahwa teman dekat para pihak pernah menasehati agar Penggugat
dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah
berusaha dan memerintahkan kepada para pihak guna mendengar keterangan
keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pihak Tergugat tidak pernah
menghadiri persidangan yang telah diagendakan dua kali guna mendatangkan
pihak keluarga / teman dekatnya untuk diambil keterangannya, oleh karena itu
dengan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dapat diartikan
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bahwa Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya tentang kondisi
rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal
tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan
perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan
perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga
atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setetelah
mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri
dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak
ataupun orang lain untuk menjadi hakam.” Serta ketentuan dalam Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan
perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada
Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1)
dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga

serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan
signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan
keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi
kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut
sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat
hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga
Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula
telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada
tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan

Tergugat;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi
dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya
perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh
kasih sayang (sakinah, mawaddah warahmah) sehingga tujuan perkawinan
tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar

Rum ayat 21;

S Jra g Leall | il a5 ) Sl (e o8I BlAQ) 4le (e
Q5L ol CuY ellly (80 daa )58 54

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk
kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian
(broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih
besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat
berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam
mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat,

sebagaimana Kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut
serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri
majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling
mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian

(broken marriage) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih
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besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua
belah pihak, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk
kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari
mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah
fighiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

Fhad Qs Je adie auldall ¢ 3

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut
serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri
majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling
mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

saa) Allls Jalillagle gllalea 5 a5 e jaae il

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki
laki kepada istrinya dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah
mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk
memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata
pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas
alasan syigaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat

dengan suami isteri, (2) Pengailan setetelah mendengar keterangan saksi
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tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang
atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi
hakam.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut
dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman
tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah
cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka
menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan
selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling komunikasi
lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi
terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor
1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah
rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian
tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi
dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi
penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun
lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan
dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap
hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun
kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan

alternative yang adil bagi Pengggat dan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yakni : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan Tergugat dapat
dikabulkan dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

PERTIMBANGAN HADLONAH

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak
Laki-laki yang lahir di Denpasar pada Tanggal 24 Februari 2014 yang kemudian
diberi nama ANAK 1, berdasarkan bukti P. 3 (fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran), dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan ibu kandung
Tergugat di Jawa,;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat yang menggugat hak
asuh anak dengan alasan bahwa lebih kurang pada pertengahan bulan Maret
tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, sejak saat itu anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 diajak Tergugat dan
diserahkan pemeliharaannya kepada ibu kandung Tergugat di Jawa sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat mohon ditetapkan hak
asuh adalah dikarenakan Penggugat adalah ibu kandungnya, Penggugat
sanggup memelihara anak tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat masih

kecil;
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Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tulis (P-3) dan bukti saksi-saksi dimuka persidangan
yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil — dalil Penggugat serta bukti —
bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan
tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena
Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak
adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya
dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya,
hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan
menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling
bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan
melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah
SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : “Wahai orang - orang beriman,
lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”, dan salah satu anggota
keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya
memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka
tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan
berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat
membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut
berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun
anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut
tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua
wajib untuk memelihara dan mendidik anak — anak mereka dengan sebaik —
baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
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diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini
untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus
dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam
memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak
tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kmaslahatan dunianya saja akan
tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua
orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk
memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak,
bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat
dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa
pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya
perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat)
lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai
dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan
antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan
antara dia dengan kekasih—kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan
Ibnu Majah) dan pendapat Fugoha dalam kitab Bajuri juz Il halaman 195 :
Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia
mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih
berhak untuk memeliharanya®;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal
105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario
(mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk : (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan

melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan
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kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan
pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak
diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di
cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang — Undang No. 1
Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (mafhum
mukhalafah) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan
beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah
(Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan
pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya
berbunyi sebagai berikut: ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan
orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi
baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan
dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2)
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku

dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat
lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, atau berumur lebih kurang 5
(lima) tahun, secara hukum anak tersebut harus di bawah asuhan Penggugat
selaku ibu kandungnya, apalagi sejak perpisahan Penggugat dan Tergugat
lebih kurang pada pertengahan bulan Maret tahun 2019, anak diajak oleh
Tergugat selanjutnya diserahkan pemeliharaannya kepada ibu kandung

Tergugat di Jawa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berumur

5 tahun, juga Penggugat tidak ada hal-hal yang mengakibatkan terhalang untuk
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ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak kandungnya, serta

Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan — pertimbangan tersebut di atas,
berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “(a).
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan

gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan,
maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK 1, Laki-laki, Tempat
lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014 berada di bawah hadhanah
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki,
Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014 berada dalam Hak Asuh
Penggugat, sedangkan nyta-nyata anak tersebut saat perkara ini diperiksa
masih dalam pemeliharaan Tergugat dengan cara diserahkan pemeliharaannya
kepada ibu kandung Tergugat di Jawa, maka penyerahan hak asuh anak
tersebut harus disearhkan Tergugat kepada Penggugat dengan cara sebaik-
baiknya dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, bilamana anak tersebut tidak diserahkan secara sukarela kepada
Penggugat maka penyerahan hak asuh anak bernama ANAK 1, Laki-laki,
Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014 dilakukan dengan upaya
paksa oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan
pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat
harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan
mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang
ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan
kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak

tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di
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Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis
Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke
Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : ANAK 1, Laki-laki,
Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, berada dalam asuhan
Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 1, kepada
Penggugat dengan cara sebaik-baiknya dengan mengedepankan dan
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bilamana tidak diserahkan
secara sukarela maka penyerahan dilakukan dengan upaya paksa oleh

Pejabat yang berwenang;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs.
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Muhammad Noor SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.
Dan H. Sudi SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu
Munawar S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua majelis,
Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH. Drs. Muhammad Noor SH.
Hakim Anggota,

H. Sudi SH.
Panitera pengganti,

Lalu Munawar S.Ag. MH.

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Perincian biaya Perkara : ...
- Biaya pendaftaran: ..o Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .......cccccccuvvvummmmiminiiiiiiiiiiiiiinieeiiinnnennnns Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: .........cccccciiiiiiiiiiis Rp. 375.000,-
- Biaya PNBP Relaas @ .....cccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: ..........uuiiiiiiiiiiiii Rp. 10.000,-

- Materai: ... Rp. 6.000,-
JUMIAN: e Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



